BAB IV

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR PRESPEKTIF
ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE

A. Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Analisis Figh Siyasah
Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014

Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan
keleluasaan, kebebasan dan independenitas di dalam menyampaikan aspirasi
DPR, vyaitu hak imunitas.Hak imunitas adalah hak yang memberikan
kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-
pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidang
DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan
hukum.

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dituntut
dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang
dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib (selanjutnya disebut Tatib)
dan Kode Etik DPR.* Hal ini dipertegas dalam Pasal 224 ayat (1), (2) dan (3)
UU No. 17 tahun 2014, sebagai berikut:

Pasal 224

1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya
baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di
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luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan
tugas DPR.

2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat
DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional
DPR dan/atau anggota DPR.

3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi
serta wewenang dan tugas DPR.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan
tugasnya karena memiliki hak imunitas.Hak istimewa itu dianggap sebagai
upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota
DPR dari permasalahan hukum.Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa
anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan
tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat
tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Dalam keberadaannya hak imunitas kadang menjadi hal yang
kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh
sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari
penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas
dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan
tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di
dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang
anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang

dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR

ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun



demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa
tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya
adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.

Dalam pasal 224 ayat (5) UU MD3 menyebutkan, pemanggilan dan
permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak
pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormata Dewan.Dalam ayat (6), diatur
bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan
putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat
tersebut diterima.

Namun, ayat 7 menyebutkan, jika Mahkamah Kehormatan Dewan
memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR,
maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki
kekuatan hukum atau batal demi hukum.Meski demikian, ada aturan lain
yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni
dalam Pasal 245. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan
keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak
pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan
Dewan.

Hak imunitas merupakan salah satu hak anggota DPR yang diatur
dalam Undang-Undang bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan
pengadilan, tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan,

dan pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat



DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR. Hak
imunitas anggota DPR tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan rnengenai rahasia
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota
DPR dalam mengeluarkan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat juga
diatur oleh tata tertib dan kode etik DPR tapi anggota DPR sering sekali
melanggar tata tertib bahkan kode etik DPR itu sendiri yang nantinya anggota
DPR merasa dilindungi oleh hak imunitas. Apabila terjadi pelanggaran maka
dapat dilakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan. Sehubungan dengan
kedudukan setiap orang sebagai warga negara adalah sama dan tidak ada
bedanya di muka hukum berarti tidak menutup kemungkinan untuk dapat
dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Hal ini dipertegas dalam Pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 17
tahun 2014, sebagai berikut:
Pasal 224
1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya
baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di
luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan
tugas DPR.
2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat
DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional
DPR dan/atau anggota DPR.
3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam

rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi
serta wewenang dan tugas DPR.



Kebebasan berpikir, berkreasi dan menyatakan pendapat adalah hak-
hak yang dijamin oleh Al-Qur’an dengan syarat hak tersebut digunakan untuk
menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebar keburukan.Bahkan hak
menyatakan pendapat tidak hanya semata-mata hak, melainkan juga suatu
kewajiban.Siapapun berusaha mencabut kebebasan ini dari seseorang berarti
menentang ajaran Allah SWT.

Dalam al-Qur’an terdapat keterangan tentang kwalitas ketakwaan
dalam kata-kata berikut, “Mereka menganjurkan perbuatan yang baik dan
melarang melakukanperbuatan mungkar” (Q.S. al-Talbah ayat (71)).
Sebaliknya, al-Qur’an menjelaskan pula kwalitas munafik dengan
karakteristik: “Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat
baik” (Q.S. al-Talbah aya (67)). Dengan demikian, perintah menyeru kepada
kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran merupakan ajaran terpenting
dalam al-Qur’an guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral, dan
untuk merealisirnya dituntut adanya kebebasan berpendapat. Sejalan dengan
ayat di atas, Nabi saw. pun memerintahkan untuk menyatakan sesuatu secara
benar.

Al-Qur’an tidak sekedar memberi kebebasan bagi manusia untuk
berpendapat atau berekspresi, tetapi juga mewajibkan mereka menyampaikan
sebuah  kebenaran. Ringkasnya, al-Qur’an menetapkan kewajiban
mengeluarkan pendapat mengenai hal-hal yang patut (ma ruf), sebaliknya,
mencegah kemungkaran sesuai kemampuan seseorang. Seperti yang terdapat

dalam QS. Ali Imron ayat (104):
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung.

Menarik untuk dicermati dan membandingkan antara Al-Qur’an dan
al-hadith dengan teks pernyataan deklarasi HAM dalam Universal
Declaration of Human Right (UDHR) menyangkut kebebasan
berpendapat.Kelihatannya, kedua teks itu memiliki perbedaan yang sangat
menonjol dalam implementasi hak kebebasan berpendapat.Dalam UDHR
penggunaan hak ini tidak dibatasi sehingga dapat menimbulkan keresahan-
keresahan dalam masyarakat, sedangkan dalam Al-Qur’an atau hadis,
penggunaan kebebasan dibatasi dalam koridor yang wajar.Hal demikian
diharapkan tidak menimbulkan eksploitasi dan penyalahgunaan yang dapat
melanggar martabat manusia dan nilai-nilai moral dan etika.Disamping itu
dalam Al-Qur’an persoalan tentang kebebasan berpikir dan berpendapat,
bukan hanya sekedar hak, tetapi juga kewajiban untuk menyatakan sesuatu
dengan benar.

Al-Qur’an mengakui kebebasan berpendapat memiliki ruang lingkup
yang sangat luas. Setiap pribadi diberi hak berpikir dan mengemukakan
pendapatnya melalui jalan apa saja yang ia kehendaki. Prinsip utama dan

mulia inilah yang telah ditempuh Rasulullah saw. Dan Khulafa’ al-Rasyidin.

*Partikel “}iﬁ” yang terdapat pada klausa “ 3330 J)) o []» mengandung dua fungsi
pokok, yakni sebagai bayan (‘an takuna bayaniyyatan) dalam pengertian min untuk penjelasan dan
fungsi li al- tabidh. Bila berfungsi sebagai bayan, berarti klausa di atas mengandung makna
perintah kepadaseluruh umat muslim untuk menegakkan al-amr bi al-ma rif dan al-nahy 'an al-
munkar.



Bahkan pada masa keemasan Islam pun prinsip kebebasan berpikir ini
dijalankan.’Dalam sejarah Islam, tidak ditemukan data mengenai usaha apa
pun dari pemerintah untuk membatasi kebebasan berpikir. Prinsip ini masih
dipelihara dengan baik pada masa daulah Bani Umayah dan permulaan
daulah Bani Abbas.Para khalifah dalam dua masa ini tidak membatas
kebebasan berpikir kecuali dalam masalah yang dianggap mengancam
keselamatan negara, atau mengakibatkan tersebarnya fitnah dan kekacauan.*

Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Apabila seorang
di antara kalian menyaksikan perbuatan tercela, maka ia harus berusaha
menghentikan dengan tangannya (kekuasaannya); bila ia tidak berdaya
dengan tangannya, maka ia harus berusaha menghentikannya dengan
lidahnya (menegur perbuatannya); bila ia juga tidak dapat menggunakan
lidahnya, maka ia paling tidak harus menggunakan hatinya. Inilah tingkat
keimanan yang paling lemah.””

Dari ungkapan-ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan
berpendapat harus dimanfaatkan untuk tujuan mensyiarkan kebajikan, tidak
untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman.’Dalam hubungan ini,
kebebasan berpikir dan berpendapat tidak hanya diberikan kepada warga
negara ketika melawan tirani, tetapi juga bagi sesama warga suatu negara
untuk  bebas  mengungkapkan  pendapat yang  berbeda  dan

mengekspresikannya selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang

SAbd al-Wahid Wafi, Al-Hurriyah fi al-Islam, diterjemahkan oleh Fuad Wahab dengan
jludul,Kebebasan dalam Islam,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 75.

Ibid.
*Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Jilidl (Beirut:
Darlhya’al-Turatsal-* Arab,t.t), 69.
®Abu Zakariyd Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Syarah al-Nawawi ‘Ala Shahih Muslim, Jilid2
(Beirut:Darlhyaal-Turatsal-° Arabi,1392H), 22.



ada. Dengan demikian, kebebasan berpikir dan berekspresi sangat dihargai,
sehingga seorang yang berani menyatakan pendapatnya yang benar di
hadapan seorang penguasa yang otoriter, tiranatau dzalim dapat dinilai
sebagai sebuah perjuangan yang paling mulia. Karena itu, kebebasan
berpendapat harus didasarkan kepada tanggung jawab dan tidak mengganggu
ketertiban umum atau menimbulkan permusuhan diantara manusia sendiri.
Dengan kata lain, kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat mutlak
(dibatasi), sehingga setiap orang tidak seenaknya menghina dan mengolok-
olokkan orang lain, apalagi yang berkenaan dengan keyakinan seseorang.Ini
membuktikan betapa kebebasan berpendapat harus dipahami secara
proporsional.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat
dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak
imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus
seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Juga dalam pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) No. 17 Tahun 2014 ini
dijelaskan bahwa hak kekebalan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata
Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa
anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan
pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus
dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan
senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta adat budaya

bangsa.



Banyak sekali kasus-kasus yang terkesan anggota DPR ini seolah
memberikan judge secara liar tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang
sudah ada. Seperti kasus yang dipublikasikan oleh okezone.com terkait
pernyataan seorang ketua DPR dipersidangan atau rapat DPR terkait proses
pembangunan gedung baru DPR RI saat itu. Beliau mengatakan, ‘“rakyat
biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan.Jangan diajak
ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak
kampus-kampus bicara, kita diskusikan

Pernyataan tersebut seolah menghina dan melecehkan rakyat biasa
karena divonis rakyat bukanlah apa-apa. Sehingga dengan pernyataan tersebut
menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan
Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi pokok
permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja.Dapat
tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung
konotasi, locus penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya. Seperti
keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan dipandang,
pertama, berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005, mengingat
jumlah jaksa 6000 orang, pernyataan anggota DPR yang mengungkapakan
“bagai ustadz di kampung maling” seolah-olah ditujukan ke semua jaksa,
apalagi diutarakan berkali-kali dan sebelumnya dalam rapat 7 Februari 2005
telah juga diutarakan, kedua disampaikan di depan umum dalam forum rapat

kerja, ada kesan ingin mempermalukan para jaksa, karena rapat tersebut



terbuka untuk umum dan ketiga ragam asal subyek tidak sama, meskipun
menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi harus
diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau tabu
untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda,
mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaulah itu
tidak digeneralisasi walaupun locusnya sama, tidak akan dipandang
berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensitivitasnya tidak
terusik.

Banyak kasus terkait penyalahgunaan hak imunitas anggota DPR yang
kemudian muncul kepermukaan.Seperti kasus-kasus yang telas disampaikan
diatas. Berdasarkan kasus tersebut, hal itu tentu akan memicu adanya

keresahan masyarakat.

. Analisis Figh Siyasah Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif
Asas Presumption of Innocence

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)merupakan asas
umum hukum acara, karena diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas presumption of
innocence (praduga tak bersalah) berlaku terhadap semua proses perkara
baikperkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara.
Pengaturan selanjutnya dari asas tersebut dalam KUHAP, membuat asas
tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau
dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
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kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009 selanjutnya
disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini, dikenal dengan asas
praduga takbersalah (presumption of innocence), yang menginginkan agar
setiaporang yang mejalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak
bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang
menyatakan kesalahannya.

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah), sebagai asas
umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses perkara di pengadilan, yaitu
dengan adanya kata “dihadapkan di depan pengadilan”, asas presumption of
innocence (praduga tak bersalah) ini dapat diterapkan dalam semua bentuk
peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara,
peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas presumption of
innocence (praduga tak bersalah), dituangkan kembali dalam Pejelasan
Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Butir 3c
sebagai hukum beracara pidana dipengadilan, maka asas presumption of
innocence (praduga tak bersalah) lebih dikenal dalam perkara pidana.Hal ini
juga disebabkan karenaistilah “disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut”,
lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.

Dalam proses perkara pidana, asas presumption of innocence (praduga
tak bersalah) diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang
menjalai proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati
hak-haknya sebagai warga nnegara sampai ada putusan pengadilan negeri
yang meyatakan kesalahannya. Penerapan asas presumption of innocence

(praduga tak bersalah) di dalam KUHAP merupakan suatu upaya untuk
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melindungi hak-hak tersagka selama proses pemidanaan sampai ada putusan
hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) merupakan
suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak
bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataanya, asas
hukum itu tidak selalu dapat diterapkan.

Scholten” membedakan asas hukum menjadi asas hukum umum
dan asas hukum khusus.Asas hukum umum merupakan asas hukum yang
berlaku pada seluruh bidang hukum. Seperti asas praduga tak bersalah
(resumption of innocence), asas persamaan di depan hukum, asas
kebebasanhakim, asas ius curia novit, asas rechtswesgering dan asas
peradilan cepat, sederhana dan murah. Asas hukum khusus yaitu asas
hukum yang berlaku pada suatu bidang hukum tertentu saja, misalnya asas
hukum yang dituangkan dalam KUH Perdata yaitu asas kebebasan
berkontrak.

Fungsi asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bersifat
mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para
pihak, karena eksistensinya didasarkan pada rumusan pembentuk undang-
undang dan hakim. Demikian juga halnya dengan asas presumption of
innocence (praduga tak bersalah) mempunyai pengaruh normatif dan

mengikat semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perkara,

" Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.
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dalam arti semua pihak harus mentaati asas presumption of innocence
(praduga tak bersalah) sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat
tercapai. Disamping fungsi normatif dan mengikat,asas hukum juga
berfungsi untuk melengkapi sistem hukum dan membuat sistem hukum
menjadi luwes.®

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa asas
presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang diatur dalam Pasal
8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan asas umum hukum acara
artinya berlaku dalam setiap proses peradilan baik dalam perkara
pidana,perkara perdata maupun dalam perkara tata usaha negara.Asas
presumption of innocence (praduga tak bersalah), lebih dikenal dalam
perkara pidana karena dituangkan secara langsung dalam Penjelasan
Umum Butir 3¢ KUHAP,sedangkan dalam perkara perdata, asas
presumption of innocence (praduga tak bersalah) tidak diatur secara tegas
dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum dalam beracara perdata.

Penerapan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)
dalam perkara perdata, disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/
Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang mengandung asas actor sequitor forum rei
yang menginginkan agar tetap menganggap tergugat tidak bersalah selama
proses perkara, sehingga tergugat tidak boleh dirugikan kepentingannya
dengan mengharuskan gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal
penggugat, melainkan gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat

tinggal tergugat atau salah satu dari tergugat.

®Ibid., 6.
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Penerapan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)
dalam perkara pidana juga sangat berkaitan dengan sistem penghukuman
dalam hukum pidana itu sendiri.Menurut Hadisuprapto® upaya
penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada
sifat represif, berupa penumpasan, pemberantasan dan penindasan setelah
kejahatan terjadi.

Realisasi asas presumption of innocence (praduga tak bersalah)
dalam perkara perdata, dapat juga disimpulka dari penerapan asas audi et
alteram partemyang merupakan varian dari asas kesamaan (equality
before the law) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman yang menginginkan agar kepentingan tergugat tetap
diperhatikan bersama-sama dengan kepentingan penggugat, diberi
kesempatan yang sama dalam mengajukan jawaban atau bantahan
terhadap gugatan penggugat dan kesempatan yang sama dalam hal
pembuktian karena gugatan penggugat belum tentu benar, sehingga
tergugat juga tidak dapat dirugikan, kedua belah pihak harus sama-sama di
di dengar dan sama-sama dipertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan.

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) merupakan
suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadila dianggap tidak
bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataanya,

asas hukum itu tidak selalu daat diterapkan.

% Paulus Hadisuprapto, “Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia”,
Yuridika,Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus 2009), 107.
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Penerapan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) di
dalam KUHAP merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak
tersagka selama proses pemidanaan sampai ada putusan hakim yang sudah
berkekuata hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) merupakan
asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas
presumption of innocence (praduga tak bersalah) berlaku terhadap semua
proses perkara baikperkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata
usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas tersebut dalam KUHAP,
membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana.

Asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) mempunyai
pengaruh normatif dan mengikat semua pihak-pihak yang berkepentingan
dalam proses perkara, dalam arti semua pihak harus mentaati asas
presumption of innocence (praduga tak bersalah) sehingga ketertiban
dalam masyarakat dapat tercapai.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI

telah diatur dalam Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Terdapat 3

(tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, yaitu pertama,

Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan

maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan

dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR, kedua, Anggota DPR tidak
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dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam
rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan
kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR. Ketiga, Anggota
DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar
rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas
DPR.Namun demikian, pelaksanaan hak imunitas Anggota DPR ini juga
tidak bisa dijalankan secara mutlak. Dalam ketentuan dalam Pasal 224 ayat
(4) Undang-Undang MD3, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk
dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirasakan penting
menurut penulis agar Anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap
materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal
lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), hak imunitas sama sekali
tidak dibahas. Namun, secara eksplisit al-Qur’an menyinggung tentang
kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri utama
dari hak imunitas), seperti yang terdapat dalam QS.Ali Imron ayat (104) dan

QS. Thaha ayat (44):

ﬁij‘ oF O3 J)ﬁib Qﬁ}:b}ﬂ*
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar'®; merekalah orang-orang yang beruntung.**

) PR AL I AP P A R S A A e
(2 gt gl STaz sala) L N33 sa) N gas
-z p

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang

lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut"."

Ayat-ayat diatas berkenaan dengan perintah berbuat baik dalam hal
perbuatan ataupun tindakan serta bersikap lemah lembut dalam berbicara,
sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) terhapat orang
lain yang ada disekitarnya.

Salah satu sarana untuk menyatakan pendapat adalah dengan jalan
bermusyawarah,*®> di mana setiap orang diberi kebebasan untuk
menyatakanpendapatnya, sekalipun berbeda dengan pendapat orang lain.
Kebebasan untuk berbeda pendapat dapat pula dipandang sebagai unsur yang
melekat pada setiap pribadi manusia sesuai kodrat kejadian dasarnya.
musyawarah sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun
ide, termasuk yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah, sebelum
mengambil suatu keputusan.

Musyawarah merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya

prinsip kebebasan berpendapat, keadilan, dan persamaan antara sesama

Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah

segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

“Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya.
12( i
Ibid.
B3Term musyawarah berasal dari bahasa Arab syawara.Kata ini berakar dari huruf syin,

waw dan r&’ dengan makna pokok ‘“menampakkan dan menawarkan atau mengambil
sesuatu”.Menurut Quraish Shihab, musyawarah yang terambil dari akar kata syawara, pada
mulanya huruf-huruf ini  bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”.Lihat,
M.QuraishShihab,Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1997), 469.
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manusia, di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama tanpa
membedakan antara penguasa dan rakyat.*Semua orang bebas
mengemukakan pendapatnya atau mengkritik setiap keadaan yang ganjil.
Oleh karena itu, kepribadian yang santun dalam bermusyawarah, amat
diharapkan. Al-Qur’an sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Hal ini
dapat di lihat dalam sejumlah ayat yang memerintahkan untuk
bermusyawarah. Paling tidak terdapat dua ayat menyatakan musyawarah
sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Di antaranya Q.S.

Ali ‘Imran ayat (159) sebagai berikut:

— :ﬂg/:;aT
S 5l

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.> kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*®

Kandungan pokok ayat di atas adalah pujian Allah SWT terhadap
Rasulullah SAW.yang telah berbuat lemah lembut dan tidak bertindak keras
terhadappara sahabat yang telahmelakukankesalahankarena tidak mengikuti
perintahnya.'’Sahabatyangdimaksudyaitupasukanpemanahyangturundari

tempatnya untuk memburu harta ghanimah, sehingga mengakibatkan

4 Abdul Hamid Isma‘il al-Anshari, Al-Syura wa Atsaruhu fi al-Dimuqratiyyah, (Kairo: al-
Maktabahal-Salafiyyah,1981), 5.

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik,
ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

16 Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahannya.

Y Abu Ja‘far ibn Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami ‘ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an,
Jilid 4 (Mishr:Mushthafaal-Babial-Halabiwa Auladuh,1954), 151.
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kekalahan kaum muslimin dan Rasulullah SAW.terluka.'®Hal ini
membuktikan keluhuran dan kebijaksanaan kepemimpinan Rasulullah serta
kemuliaanbudipekertinya.

Quraish Shihab memandang, kandungan ayat ini dapat berlaku umum,
mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.'°Karena itu, dapat
dipahami bahwa obyek yang dimusyawarahkan adalah persoalan-persoalan
umum Yyang berkaitan dengan masyarakat sebagai suatu unit. Tetapi
sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW. dan para sahabat, maka
syura lebih terfokus pada strategi politik.

Selanjutnya, dengan adanya hak atau pemberian kesempatan bagi
setiap warga dan masyarakat untuk terlibat dalam mekanisme pengambilan
keputusan, maka musyawarah akan berlaku sebagai prinsip konstitusional
yang mampu menjembatani antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan
kepentingan penguasa disisi lain secara lebih adil.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan
tugasnya karena memiliki hak imunitas.Hak istimewa itu dianggap sebagai
upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota
DPR dari permasalahan hukum.Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa
anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan
tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat

tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

8Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid2 (Mesir: Mushthafa al-Babi al-
Halabi, 1974M-1394 H), 112.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 5
(Jakarta:LenteraHati, 2000), 471.

19



Pada kenyataannya, praktek pelaksanaan hak imunitas®tersebut tidak
banyak dijalankan dengan benar oleh sekelompok anggota DPR.Sehingga hal
tersebut menjadikan anggota DPR memerankan fungsi tuhan dan itu sangat
mengganggu hak masyarakat dan meresahkan masyarakat.

Selain itu, patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki
kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law) dan
pemerintah,”> sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan, pernyataan
danpendapat harus dilakukan dengan tatacara mengindahkan etika politik dan
pemerintahan, serta senantiasa menggunakan tata karma, sopan santun, norma
serta adat budaya bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat (1, 2, 3,
dan 5) Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR R,
disebutkan bahwa:

Pasal 3:

1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas
yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak
tatacara dan suasana persidangan, serta merusak martabat
lembaga.

2) Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, harus menghindari
adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap,
bertindak dan berperilaku.

3) Anggota DPR RI memiliki kebebasan atas hak berekspresi,
beragama, berserikat dan berkumpul sebagaimana warga
Negara pada umumnya, dan dalam menggunakan hak tersebut
harus selalu menjaga martabat DPR RI; dan

5) Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata
serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan
etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik didalam
gedung DPR RI maupun diluar gedung DPR RI.

% Darji terminology hukum kata imunitas dalam bahasa Inggris “immunity” berarti

kekebalan, kata lainnya “imunis” yang menyatakan “tidak dapat diganggu gugat”. Terkait dengan
tindakan seseorang dalam lingkup tertentu seperti korps diplomatik atau anggota legislatif.

2l Dalam hukum pidana dikenal adanya asas persamaan, yaitu setiap orang sama

kedudukannya di dalam hukum (equality before the law) dan setiap orang harus diperlakukan
sama.

20



Dalam paraturan DPR RI tersebut diatas sudah jelas bahwa semua
anggota DPR RI terkait hal tindakan, kegiatan dan pernyataannya dibatasi
oleh kode etik yang tidak boleh dilanggarnya.

Kembali pada masalah imunitas tersebut, yang menjadi pokok
permasalahan yang pelik apakah pencemaran tersebut dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja.Dapat
tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung
konotasi, locus penyampaian serta sensitivitas ragam asal subyeknya. Seperti
keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan dipandang,
pertama, berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005, mengingat
jumlah jaksa 6000 orang, pernyataan anggota DPR yang mengungkapakan
“bagai ustadz di kampung maling” seolah-olah ditujukan ke semua jaksa,
apalagi diutarakan berkali-kali dan sebelumnya dalam rapat 7 Februari 2005
telah juga diutarakan, kedua disampaikan di depan umum dalam forum rapat
kerja, ada kesan ingin mempermalukan para jaksa, karena rapat tersebut
terbuka untuk umum dan ketiga ragam asal subyek tidak sama, meskipun
menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi harus
diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau tabu
untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda,
mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaulah itu
tidak digeneralisasi walaupun locusnya sama, tidak akan dipandang
berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensitivitasnya tidak

terusik.
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Banyak sekali kasus-kasus yang terkesan anggota DPR ini seolah
memberikan judge secara liar tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang
sudah ada. Seperti kasus yang dipublikasikan oleh okezone.com terkait
pernyataan seorang ketua DPR dipersidangan atau rapat DPR terkait proses
pembangunan gedung baru DPR RI saat itu. Beliau mengatakan, ‘“rakyat
biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan.Jangan diajak
ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak
kampus-kampus bicara, kita diskusikan .

Pernyataan tersebut seolah menghina dan melecehkan rakyat biasa
karena divonis rakyat bukanlah apa-apa. Sehingga dengan pernyataan tersebut
menggugah pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan
Marzuki Ali atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota
Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di dunia,
nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal:

o Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota

Parlemen perlu dibekali hak imunitas.

o Bahwa hak imunitas anggota DPR itu dibatasi oleh tata tertib dank

kode etik DPR.

o Bahwa pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini

dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota Parlemen

melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya seorang
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Anggota Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan

atau tindakannya di luar tugas dan kewenganannya.?

22Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya
Di Beberapa Negara (Artikel)
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